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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 16/PERMEN-KP/2014 

TENTANG 
PENGELOLAAN SATUAN KERJA INAKTIF 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efektivitas penyusunan 
laporan keuangan, pengelolaan barang milik negara, 
dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang 
disebabkan suatu satuan kerja dinyatakan Inaktif  
karena tidak dialokasikan anggaran dalam suatu 
tahun anggaran, perlu dibuat panduan dalam 
mengelola satuan kerja Inaktif tersebut di lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan 
Satuan Kerja Inaktif di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5073); 

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5490); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4816); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 125); 

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126); 

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtangan 
Barang Milik Negara; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang 
Milik Negara; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
116/PMK.05/2007  Tahun 2007 tentang Penyusunan 
Rencana Tindak dan Monitoring Tindak Lanjut 
Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan keuangan 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan 
KeuanganKeuangan Kementerian Negara/Lembaga, 
Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.05/MEN/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan 
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dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 100); 

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.20/MEN/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 483); 

19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
198/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Likuidasi 
Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada 
Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1278); 

21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
16/PERMEN-KP/2013 tentang Pemindahtanganan 
Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan 
Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan di 
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
899); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI  KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PENGELOLAAN SATUAN KERJA INAKTIF DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 
PERIKANAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi 

lini kementerian atau unit organisasi pemerintah daerah yang 
melaksanakan kegiatan kementerian dan memiliki kewenangan dan 
tanggung jawab penggunaan anggaran. 
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2. Satuan kerja inaktif yang selanjutnya disebut Satker Inaktif adalah 
satuan kerja yang tidak menerima alokasi anggaran dan/atau 
menerima kode satker berbeda pada suatu tahun anggaran, memiliki 
sejumlah aset dan kewajiban untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan. 

3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian. 

4. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan barang Kementerian. 

5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan 
anggaran Kementerian. 

6. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah 
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan 
barang milik negara yang ada dalam penguasaannya dengan sebaik-
baiknya. 

7. Kuasa khusus Kuasa Pengguna Anggaran/Barang satuan kerja inaktif 
yang selanjutnya disebut Kuasa Khusus Satker Inaktif adalah pejabat 
yang ditunjuk oleh Menteri untuk menyusun laporan keuangan, 
mengelola barang milik negara, dan menyelesaikan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dari satu atau lebih satuan kerja inaktif. 

8. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 
UAKPA adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan 
akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. 

9. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat 
UAKPB adalah  satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki 
wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara. 

10. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua 
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara atau berasal dari  perolehan lainnya yang sah. 

11. Sistem Pengendalian Intern Kementerian yang selanjutnya disingkat 
SPIK adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai 
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 
peraturan perundangan-undangan. 

12. Rentang kendali  adalah kemampuan manajemen untuk koordinasi 
secara efektif dan sangat tergantung pada banyaknya jumlah 
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